SALINAN

YIRS

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

Mengingat

JENIS KONSTRUKSI MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan diubah
menjadi Persetujuan Bangunan Gedung;

bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama, Menteri
Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor: 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022,
Nomor: O06/SE/M/2022 dan Nomor: 399/A.1/2022
tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung, dinyatakan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan Peraturan
Daerah mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung menggunakan Peraturan Daerah mengenai
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk kemudian
melakukan perhitungan retribusi secara manual dan
mengunggah hasil perhitungan tersebut ke dalam Sistem
Informasi Manajemen Bangunan Gedung;

bahwa terdapat perubahan perhitungan retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung khususnya pada
prasarana bangunan gedung jenis konstruksi
menara telekomunikasi yang terdapat di dalam aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c¢, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Jenis Konstruksi
Menara Telekomunikasi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;



2.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur Undang-Undang 16
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun
2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 3):

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011
Nomor 16);



Memperhatikan :

Menetapkan
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10.Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun
2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

11.Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 160 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021
Nomor 160);

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo;

Surat Edaran Bersama, Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor: 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022,
Nomor: 06/SE/M/2022 dan Nomor: 399/A.1/2022 tentang
Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG JENIS
KONSTRUKSI MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Ketentuan struktur dan besarnya penyesuaian Tarif Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung Jenis Konstruksi Menara
Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Pebruari 2023

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-02-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 9.

Salinan sesuai gengan aslinya
~KEPALA BAGIAN HUKUM

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003




LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
JENIS KONSTRUKSI MENARA
TELEKOMUNIKASI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG JENIS KONSTRUKSI

MENARA TELEKOMUNIKASI
Besarnya Tarif
No. Jenis Bangunan Satuan Retribusi
(Rp)
1. | Prasarana Bangunan Gedung

Konstruksi Menara Telekomunikasi

- Menara Bersama
Ketinggian kurang dari 25 m m? 130.000,00
Ketinggian 25-50 m m?2 120.000,00
Ketinggian di atas 50 m m? 110.000,00

- Menara Mandiri
Ketinggian kurang dari 25 m m? 110.000,00
Ketinggian 25-50 m m? 100.000,00
Ketinggian di atas 50 m m? 100.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

SOEGENG PRAKOSO, S.H.. M.H.

NIP, 19680605 199303 1 003

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO
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